KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA
. DATA PRIBADI
1. Nama : JOHNNY GERARD PLATE
2. Jabatan : MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. NHK : 211793
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 123.028.126.886

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp.
802.000.000

2. Tanah Seluas 1179 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL
SENDIRI Rp. 5.568.417.000

3. Bangunan Seluas 263.7 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL
SENDIRI Rp. 4.185.295.886

4. Tanah dan Bangunan Seluas 956 m2/406 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.580.938.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 1740 m2/277 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.945.145.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 4248 m2/70 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 16.508.814.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 2135 m2/600 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 13.329.375.000

8. Tanah Seluas 16346 m2 di MANGGARAI, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 8.173.000.000

9. Tanah Seluas 1044 m2 di MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp.
297.540.000

10. Tanah Seluas 21843 m2 di MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp.
6.225.255.000
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11.

Tanah Seluas 12896 m2 di MANGGARAI, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 6.448.000.000

12. Tanah Seluas 5301 m2 di MANGGARAI, WARISAN Rp.
2.650.500.000
13. Tanah Seluas 730 m2 di MANGGARAI, WARISAN Rp. 208.050.000
14. Tanah Seluas 484 m2 di MANGGARAI, WARISAN Rp. 137.940.000
15. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/177 m2 di KOTA JAKARTA
TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.561.140.000
16. Tanah Seluas 999 m2 di MARGASATWA NO. 16 RT. 005 RW. 003
Kode Pos. 12450, [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 5.619.375.000
17. Tanah Seluas 20000 m2 di MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000.000
18. Tanah Seluas 6247 m2 di MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp.
224.892.000
19. Tanah dan Bangunan Seluas 3574 m2/841 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 19.493.025.000
20. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.069.425.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 460.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI COLT TRUCK Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.612.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 4.667.812.500
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 66.183.886.535
F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar
Sub Total Rp. 197.951.825.921
. HUTANG Rp. 25.750.000.000
V. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 172.201.825.921
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan

dasar oleh

Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 23 Juli 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. NHK : 208739
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.046.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di SLEMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 602.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/190 m2 di JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.444.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000
1.  MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.037.000.001

D. SURAT BERHARGA Rp. ——--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 517.982.909

F. HARTA LAINNYA Rp. ~ sl

Sub Total Rp. 5.901.782.910

lll. HUTANG Rp. 500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.401.782.910
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3.Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 12 November
2018.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Juni 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
. DATA PRIBADI
1. Nama . SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
3. NHK : 436163
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/150 m2 di KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/385 m2 di KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1908 m2/905 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , WARISAN Rp. 6.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 240.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 683.664.292

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.295.000.000
Sub Total Rp. 19.009.164.292

Ill. HUTANG Rp. 240.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 18.769.164.292

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Oktober 2019.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDODO MUKTIYO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 218965
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.780.035.000

1. Tanah Seluas 1860 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 66.960.000

2. Tanah Seluas 1790 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 66.960.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/42 m2 di KLATEN, WARISAN
Rp. 35.129.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 783 m2/110 m2 di KLATEN,
WARISAN Rp. 147.414.000

5. Bangunan Seluas 4 m2 di KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp.
30.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 930 m2/70 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 108.750.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/350 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 285.000.000

8. Tanah Seluas 1493 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
126.198.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 1062 m2/70 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 130.950.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/70 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 45.100.000

11. Tanah Seluas 1497 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
126.198.000

12. Tanah Seluas 450 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 57.600.000
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

Tanah Seluas 230 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 30.720.000
Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/74 m2 di KOTA SURAKARTA
, HASIL SENDIRI Rp. 366.430.000

Tanah Seluas 1717 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
63.360.000

Bangunan Seluas 4 m2 di KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp.
30.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/42 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 22.020.000

Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/40 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 41.246.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 651.200.000

1

MOTOR, SUZUKI GP SEPEDA MOTOR Tahun 1981, HASIL
SENDIRI Rp. 700.000

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, HONDA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 3.750.000
4. MOTOR, SUZUKI TORNADO SEPEDA MOTOR Tahun 2000,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.750.000
7. MOBIL, TOYOTA CAMRY MOBIL SEDAN Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
8. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
9. MOBIL, MITSHUBISHI OUTLANDER MOBIL SPORT Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 875.125.750
D. SURAT BERHARGA Rp. 190.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 831.152.165
F. HARTA LAINNYA Rp. --e-
Sub Total Rp. 4.327.512.915
lll. HUTANG Rp. —
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.327.512.915
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

w

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 15 April 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG

LEMBAGA

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

: EKSEKUTIF

: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

: DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

: DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHMAD M. RAMLI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
3. NHK : 61326
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1.

2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di KOTA BANDUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/285 m2 di KOTA BANDUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/244 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
5.  Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/180 m2 di KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
lll. HUTANG Rp.

Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di KOTA BANDUNG ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

5.800.000.000

353.000.000

15.000.000

1.107.441.184

7.275.441.184
1.013.033.161



KPK 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.262.408.023
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

w

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Agustus 2019.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN

UNIT KERJA .
INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN

SUB UNIT KERJA :
INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
3. NHK : 151279
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.915.814.000

1. Tanah Seluas 366 m2 di KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp.
169.824.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 673 m2/345 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.794.395.000

3. Bangunan Seluas 36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
174.240.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/616 m2 di BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.121.980.000

5. Bangunan Seluas 300 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI
Rp. 560.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/303 m2 di BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 3.095.375.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 376.770.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
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3. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

4. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 99.000.000

5.  MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

184.770.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 265.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 782.673.048
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.358.794.340
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 12.699.051.388
lll. HUTANG Rp. 645.605.752
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 12.053.445.636
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 2 Juli 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

w
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDRAL
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DODDY SETIADI
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK . 56237
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/104 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/40 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/114 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/12 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 440.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 178.000.000

2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

3. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.715.200
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.195.475
F. HARTA LAINNYA Rp. Sese
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Sub Total Rp. 3.683.910.675
lll. HUTANG Rp. 236.067.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-l) Rp. 3.447.843.675

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3.Pengumuman ini diumumkan dengan catatan TIDAK LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 30
Desember 2019.

4.Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUB UNIT KERJA

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

. DATA PRIBADI
1. Nama : BASUKI YUSUF ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
3. NHK : 18520
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.659.255.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/45 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 346.485.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/213 m2 di KOTA JAKARTA
TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.292.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/198 m2 di BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 664.290.000
4. Tanah Seluas 7000 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp.
98.000.000
5.  Tanah Seluas 2421 m2 di BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000
6. Tanah Seluas 521 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.100.000
7. Bangunan Seluas 37 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL
SENDIRI Rp. 1.100.000.000
8. Bangunan Seluas 32 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL
SENDIRI Rp. 860.000.000
9. Tanah Seluas 1419 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp.
28.380.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.000.000

1.  MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
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SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 164.280.002

D. SURAT BERHARGA Rp. 3.042.700.200

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.137.576.757

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.131.811.959

lll. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 10.131.811.959
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 8 Mei 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.




KPK 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : BIRO HUKUM

I. DATA PRIBADI
1. Nama : BERTIANA SARI
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM
3. NHK : 232057
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 380.000.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

175.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 527.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 561.931.821
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 1.643.931.821
lll. HUTANG Rp. 31.187.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11) Rp. 1.612.744.321
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 29 Agustus 2019.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

I. DATA PRIBADI
1. Nama : CECEP AHMED FEISAL
2. Jabatan : KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
3. NHK 74981
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 710.000.000

1. Tanah Seluas 178 m2 di KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/72 m2 di BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000

3. Tanah Seluas 76 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp.
47.000.000

4. Tanah Seluas 700 m2 di CIREBON, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000

5. Tanah Seluas 78 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

1. MOBIL, SUZUKI TM2FX 4X2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

2.  MOBIL, NISSAN LIVINA 1.5 X-GEAR4X2A Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 98.000.000

3. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 359.782.698
F. HARTA LAINNYA Rp. o

Sub Total Rp. 1.367.082.698
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lll. HUTANG Rp. 137.360.176
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11T) Rp. 1.229.722.522
Catatan:

1

w

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 8 April 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : BIRO KEUANGAN

I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAMBANG SIGIT NUGROHO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 113405

Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/168 m2 di BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 348.936.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1983,
HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

2. MOBIL, SUZUKI IGNIS GLX AT/ EXTRA SMALL MPV Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

3. MOBIL, HONDA HR-V E-CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

R M DHO

HARTA LAINNYA

Sub Total

lll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

348.936.000

334.000.000

48.000.000

4.514.941
735.450.941
208.067.941
527.383.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 April 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIFIN SALEH LUBIS
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN
3. NHK : 643047
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 34.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/68 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/80 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/90 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/60 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/190 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/180 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/780 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/160 m2 di KOTA JAKARTA
UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/1000 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
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11. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/400 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/57 m2 di KOTA JAKARTA
PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 38.8 m2/38.8 m2 di KOTA JAKARTA
UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 426.000.000

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO MEGA PRO Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT/MICRO/MINIBUS Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

3. MOBIL, MAZDA 2.5 HB6EATDG90DRAB Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 205.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 307.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. <l

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.526.051.102

F. HARTA LAINNYA Rp. e

Sub Total Rp. 37.809.551.102

lll. HUTANG Rp. Ak

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 37.809.551.102
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 19 Mei 2020.
4.Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

w
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DEWAN PERS

I. DATA PRIBADI
1. Nama : SYAEFUDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERS
3. NHK : 139079
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 762.144.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/35 m2 di TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 199.584.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/48 m2 di TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 328.752.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/40 m2 di TANGERANG
SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 233.808.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.500.000

1.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

3. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.750.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1563.416.117
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.066.810.117

lll. HUTANG Rp. ——
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.066.810.117
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

w

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 April 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

. DATA PRIBADI
1. Nama : UMRI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK 99021
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/55 m2 di BOGOR, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di BOGOR, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.000.000

1.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp.

7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.200.812
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 1.127.200.812
lll. HUTANG Rp. 90.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.037.200.812
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara waijib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 April 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

I. DATA PRIBADI
1. Nama : NUNIK PURWANTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK . 627880
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.834.082.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KOTA TANGERANG
, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

3. Bangunan Seluas 34.96 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL
SENDIRI Rp. 734.082.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 673.000.000

1.  MOTOR, YAMAHA MIO 28D(AL115S/MIO) CW Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

2. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

3. MOBIL, MAZDA 6 MAZDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

570.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -—--
D. SURAT BERHARGA Rp. all
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 254.459.287
F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 2.761.541.287
lll. HUTANG Rp. 1.362.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.398.741.287
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara waijib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



